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BAB IV 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan pembahan di atas maka dapat ditarik kesimpulan adalah 

sebagai berikut : 

1. Status Hukum Sertifikat Hak Milik yang berada dalam Kawasan Hutan 

Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) berdasarkan Surat Keputusan Nomor 

Sk.903/Menlhk/Setjen/Pla.2/12/2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau, 

bahwa bidang tanah yang telah memiliki SHM yang berada dalam kawasan 

hutan akibat dari perubahan pengaturan kawasan hutan berdasarkan Surat 

Keputusan Nomor 903.MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016  telah menimbulkan 

ketidakpastian hukum terhadap sertifikat hak milik kerena terdapat tumpang 

tindih keputusan tata usaha negara yang mengatur objek sama secara berbeda 

fungsi dan peruntukan. 

Berdasarkan pusat data dan informasi (Pusdatin) Kementerian 

ATR/BPN dalam laporan kunjungan kerja Komisi II DPR-RI tanggal 23-25 

November tahun 2022 terdapat sebanyak 76.235 (tujuh puluh enam ribu dua 

ratus tiga puluh lima) bidang tanah dengan luas 71.271,50 (tujuh puluh satu 

ribu dua ratus tujuh puluh satu koma lima puluh) hektar hak milik yang berada 

dalam kawasan hutan. Adapun kerugian yang diderita pemegang hak antara lain 

yaitu : 

a. Tidak bisa dijadikan jaminan utang atau dibebani hak tanggungan; 

b. Tidak dapat beralih dan/atau dialihkan; 
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c. Tumpang tindih Keputusan Tata Usaha Negara; 

d. Pemilik SHM tetap membayar Pajak Bumi Bangunan (PBB) atas tanah 

Maka perlu dilakukan peninjauan ulang terhadap Surat Keputusan 

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 

SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi 

Riau, sehingga diharapkan dapat memberikan kepastian hukum atas peruntukan 

dan fungsi tanah di wilayah Provinsi Riau. 

2. Pertanggung Jawaban Hukum Negara Terhadap Sertifikat Hak Milik yang 

Berada Dalam Kawasan Hutan yang Dapat Dikonversi (HPK) Berdasarkan 

Surat Keputusan Nomor Sk.903/Menlhk/Setjen/Pla.2/12/2016 tentang Kawasan 

Hutan Provinsi Riau, bahwa belum adanya regulasi terkait prosedur ganti 

kerugian yang diberikan oleh negara terhadap bidang tanah besertifikat Hak 

Milik yang peruntukan dan fungsinya diubah  menjadi kawasan Hutan Produksi 

yang dapat Dikonversi (HPK), sehingga perlu adanya kepastian hukum 

pengganti kerugian berupa biaya konpesasi atas tanah atau negara 

membayarkan denda administrasi terhadap pelepasan kawasan hutan sebagai 

bentuk pertanggung jawaban negara atas keputusan penunjukan kawasan hutan 

di Provinsi Riau sehingga menimbulkan adanya kepastian hukum bagi 

pemegang hak atas tanah untuk mengurus pelepasahan hak atau melakukan 

pelepasan kawasan. 

3. Mekanisme pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) 

terhadap tanah yang telah bersertifikat berdasarkan Surat Keputusan Nomor 

Sk.903/Menlhk/Setjen/Pla.2/12/2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau, 
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bahwa dalam melakukan pelepasan tanah dari kawasan HPK bisa ditempuh 

dengan beberapa peraturan antara lain adalah sebagai berikut : 

a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2017 tentang 

Penyelesaian Penguasaan tanah Dalam Kawasan Hutan; 

b. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia 

Nomor P.51/Menlhk/Setjen/KUM.1/6/2016 tentang Tata Cara Pelepasan 

Kawasan hutan Produksi yang dapat Dikonversi; 

c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang dalam teknik pelaksaannya diatur 

dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 

tentang Tata cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara 

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di 

Bidang Kehutanan. 

B. Saran 

Berdasarkan dari pembahasan yang dilakaukan oleh penulis, maka terdapat 

saran sebagai berikut : 

1. Diharapkan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam melakukan 

pemetaan kawasan HPK lebih teliti sehingga tidak adanya pihak yang merasa 

dirugikan atas kebijakan yang dilakukan. 

2. Diharapkan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bekerjasama 

dengan Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. 
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3. Diharapkan setiap orang yang memiliki bidang tanah bersertifikat hak milik  

yang berada dalam kawasan hutan yang merasa dirugikan atas terbitnya Surat 

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia 

Nomor SK.903.MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tentang Kawasan Hutan 

Provinsi Riau untuk melakukan pelepasan kawasan hutan. 
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